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ABSTRACT

Adoption carried out by people with the motivation and the reasons vary , according to the legal system that live and thrive in their respective areas . Adopted in customary law is other people's children raised by adoptive parents with the authorized according to customary law, because the purpose for offspring survival or maintenance of household wealth . Special in East Borneo works raised this child will eventually arise familial relationship between the adoptive parents with children who are raised . While Islamic law does not recognize adopted children but does not deny the existence of child welfare and foster so far provide for the child . According to Islamic law a child may not receive the entire inheritance from his adoptive parents , or if there is no probate law , an adopted child will not receive the slightest legacy of his adoptive parents .

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Sistem hukum perdata yang berlaku di wilayah Republik Indonesia  masih pluralistis , Sebagaimana telah kita ketahui bahwa wilayah berlakunya hukum di tanah air kita ini dibagi dalam beberapa lingkungan hukum, berhubungan dengan adanya pembagian tersebut maka sudah sewajarnya apabila timbul perbedaan-perbedaan antara hukum adat yang satu dengan hukum adat lainnya dan hukum – hukum lain yang berhubungan dengan kewarisan. 

Begitu pesatnya  masyarakat sekarang ini ternyata hukum adat masih berlaku terutama di dalam masyarakat pedesaan. Sebab hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang berlaku secara turun-temurun dimana norma-norma dipatuhi dan ditaati karena sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat tersebut sehingga dapat menciptakan keseimbangan hidup.

Van Vollen Hoven dalam orasinya pada tanggal 2 Oktober 1901 menegaskan :

“Bahwa untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama perlu diselidiki pada waktu apapun dan di daerah mana juga pun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, di mana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari”.
)
Dari uraian Van Vollen Hoven tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa perkembangan hukum adalah sangat dipengaruhi oleh masyarakatnya sehingga ada yang mengatakan hukum adat itu tidak statis.

Seperti kita ketahui di dalam hukum adat waris di Kalimantan pembagian harta warisan dilakukan atas dasar kekeluargaan. Pada dasarnya semua anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan, yang lahir lebih dulu ataupun lahir belakangan serta tidak memandang perbedaan agama mempunyai hak yang sama terhadap harta peninggalan dari orang tuanya. Hak yang sama berarti mereka berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dar orang tuanya dalam proses meneruskan dan memindahkan harta benda orang tuanya. Yang berarti bahwa bagian dari tiap-tiap anak pada pokoknya sama, dengan tidak membedakan apakah dia laki-laki atau perempuan.

Sehubungan dengan adanya pewarisan tersebut di atas maka haruslah ada unsur yang penting mengenai harta warisan yaitu adanya anak sebagai ahli waris. Apabila pewarisan tidak mempunyai anak, maka biasanya pewaris akan mengadopsi seorang anak sebagai penerus selaku ahli waris, jadi anak adopsilah yang akan menerima harta warisan dari orang tua yang mengadopsinya.

Di beberapa wilayah di Indonesia pengadopsian anak lazim disebut dengan cara berbeda menurut hukum adat yang berlaku di msing-masing daerah. Kedudukan anak adopsi di dalam keluarga yang pada hakekatnya dapat dianggap sebagai anak kandung, sebab orang tua adopsinya itu menganggap bahwa anak adopsi tersebut sebagai bagian dari keturunannya sendiri.

Anak yang telah diadopsi adalah sebagai anggota keluarga baru sehingga terjadi hubungan hukum. Dengan adanya hubungan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dan mempunyai konskuensi terhadap harta bendanya. Meskipun anak adopsi di Kalimantan bukan merupakan ahli waris namun dalam hal pembagian warisan tetap diperhatikan bahkan mendapat warisan.

Dari uraian di atas kita menyadari betapa pentingnya pembagian warisan tersebut di dalam masyarakat adat di Kalimantan dan berkenaan dengan hal-hal dalam mempertahankan keturunan di lingkungan keluarga, maka di sini penulis akan mencoba memberanikan diri untuk membahas mengenai : “KEDUDUKAN ANAK ADOPSI DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MILIK ORANG TUA ADOPSINYA”.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah
Di dalam pembahasan skripsi ini karena mengingat materi di dalam hukum waris adat sangat luas maka perlu adanya pembatasan terhadap permasalahan yang ada, dengan maksud agar terarah pada fokus yang hendak di bahas.

Berkaitan dengan hal-hal yang penulis uraian di atas, maka masalah yang menjadi pendorong utama untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Sejauh manakah wewenang orang tua adopsi untuk memberikan seluruhnya, sebagian atau tidak sama sekali harta kekayaannya kepada anak adopsinya ?

2. Bagaimana Kedudukan anak adopsi dalam pembagian  harta warisan milik orang tua adopsinya ?   

Demikianlah permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini dan tiap-tiap permaslahan akan mendapatkan pemecahan sendiri-sendiri.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yang menjadi tujuan penulisan adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

1. Untuk mengetahui sampaisejauh mana wewenang orang tua adopsi dalam memberikan harta kekayaan kepada anak adopsinya;

2. Untuk mengetahui hak-hak anak adopsi yang berkedudukan sebagai ahli waris tunggal terhadap harta asal orang tuanya.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk menerapkan teori yang ada dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat;

2. Untuk mengertahui secara pasti gejala-gejala yang timbul dalam kehidupan masyarakat yang kemudian dijadikan bahan untuk penyusunan skripsi ini;

3. Untuk memenuhi serta melengkapi sebagian dari syarat-syarat dan tugas-tugas untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Samarinda;

4. Sebagai sumbangan pikiran dan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama ini terhadap masyarakat yang membutuhkan.

D. Metode dan Tehnik Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan tehnik penelitian sebagai berikut :

1. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan data yang ada dalam dua bagian yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah merupakan data utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Penulis membagi tehnik pengumpulan data ini dalam dua tehnik penelitian yaitu : 

a. Penelitian Yuridis Normatif
Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan membuat catatan-catatan penting yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Yuridis Sosiologis ( Empiris ) Merupakan tehnik pengumpulan data yang langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan empat cara yaitu :

1) Wawancara

Yaitu wawancara langsung dengan responden yang ada hubungannya langsung dengan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan.

2) Kuesioner

Yaitu perolehan data dengan mengajukan daftar pertanyaan guna memperoleh bahan tambahan sebagai perbandingan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.

3) Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lapangan terhadap peristiwa, kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

3. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.
BAB II
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Orang Tua Adopsi dalam Memberikan Harta Kekayaan Kepada Anak Adopsi

Menganalisa persoalan wewenang orang tua adopsi dalam pelaksanaan pembagian warisan kepada ahli waris atau anak adopsi, sesuai dengan hasil penelitian di Kota Samarinda, maka pelaksanaan pembagian tersebut dilaksanakan berdasarkan tata cara yang telah menjadi kebiasaan turun temurun dalam masyarakat.

Pelaksanaan pembagian harta warisan pada umumnya tidaklah dilakukan secra formal, melainkan dengan jalan musyawarah dengan disaksikan oleh pejabat desa. Dengan jalan musyawarah tersebut dimaksudkan agar segala persoalan-persoalan dapat diselesaikan dengan cara damai. Dalam membicarakan mengenai pembagian pembagian warisan ini satu hal yang tak akan terlewatkan adalah pembicaraan mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan hak dan kewajiban ahli waris atau anak adopsi.

Dengan demikian maka anak adopsi sebagai anggota keluarga tersebut sebagaimana sudah diperlakukanseperti anaknya sendiri dan ia berhak untuk dididik, disekolahkan sampai mentas, dinikahkan serta dipelihara sebagaimana layaknya dan berhak mewarisi harta peninggalan orang tua adopsinya.

Di samping itu ia juga berkewajiban untuk menghormati dan menolong orang tua adopsinya dalam melakuakn pekerjaan sehari-hari, selain itu anak adopsi juga berkewajiban memelihara orang tua adopsinya apabila orang tuaadopsinya meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak kandung selain anak adopsi, maka seluruh biaya penguburan dan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh orang tua adopsinya menjadi tanggungan anak adopsinya.

Pelaksanaan pembagian harta warisan di wialayah Kota Samarinda ini tidaklah dilakukan segera setelah si pewaris meninggal dunia. Pada umumnya setelah pewaris meninggal dunia barulah pembagian harta warisan tersebut dilaksanakan. Dalam kenyataannya pelaksanaan pembagian harta warisan di wilayah Kota Samarinda yang paling banyak dilakukan adalah mengadopsi hukum adat sebagaimana hukum adat di Jawa.

Seperti apa yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung dengan keputusannya tanggal 15 Juli 1959, No 182K/Sip/1959 yang berbunyi “Anak adopsi berhak mewaris harta yang diwarisi orang tua adopsinya”. Maka dari keputusan Mahkamah Agung tersebut dapatlah disimpulkan bahwa anak adopsi mewarisi harta gono-gini orang tua adopsinya, yang berarti tidak mewaris harta asal dari orang tua adopsinya.

Di dalam praktek yang dapat dilihat dalam masyarakat di wilayah Kota Samarinda tidak semua keputusan Mahkamah Agung itu dilaksanakan. Meskipun keputusan tersebut berdasarkan kepada sumber hukum yang dapat dijadikan pegangan atau pedoman para penegak hukum di dalam memecahkan masalah yang timbul di dalam masyarakat.

Dan dalam praktek juga ditemui anak adopsi yang tidak mendapat harta warisan sama sekali dari peninggalan orang tua adopsinya. Hal ini disebabkan karrena beberapa macam alasan sebagai berikut :

1. Karena memang tidak ada harta warisan yang hendak diwariskan

2. Karena anak adopsi masih mempunyai orang tua kandung yang dengan sendirinya akan berhak mendapat warisan dari orang tua kandungnya, disamping itu juga karena anak adopsi mendapatkan keuntungan sebagai anggota keluarga orang tua adopsinya.

3. Terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan anak adopsi dalam menjalankan hak dan kewajibannya, demikian pula bila anak adopsi mendurhakai kepada orang tua adopsi dan hendak membunuhnya, atau boros dan merugikan orang tua adopsinya.

Dari hasil wawancara dengan pejabat kelurahan di wilayah Kota Samarinda, disimpulkan bahwa :

1. Anak adopsi baru mendapatkan atau berhak mewaris harta gono-gini orang tua adopsinya bila ia mempunyai bukti yang sah dari Pengadilan Negeri.

2. Anak yang demikian akan menerima bagian warisan terhadap harta gono-gini orang tua adopsinya sama besar dengan anak kandung

3. Anak adopsi yang mempunyai bukti yang sah tidak dapat mewaris harta asal orang tua adopsinya

4. Apabila orang tua adopsi tidak mempunyai anak kandung maka harta gono-gini tidak jatuh mutlak kepada anak adopsi melainkan anak adopsi mendapat separoh bagian sedangkan yang separoh bagian jatuh pada saudara pewaris.

Bahwa di wilayah Kota Samarinda masih banyak perbedaan, dimana anak adopsi yang mendapat harta warisan terhadap harta gono-gini orang tua adopsinya banyak yang tanpa pengesahan dari Pengadilan Negeri.

Anak adopsi yang mendapat harta gono-gini orang tua adopsinya pada umumnya orang tua adopsi tersebut hidupnya berkecukupan yang rata-rata berpenghasilan besar.

Dari hasil wawancara yang penulis peroleh bahwa perbandingan sebagian yang diterima anak adopsi terhadap harta gono-gini orang tua adopsinya adalah tidak sama besar dengan anak kandung. Bagi orang tua adopsi yang tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak adopsi maka separoh harta gono-gini jatuh kepada anak adopsi jika orang tua adopsinya mempunyai saudara, jika tidak mempunyai saudara maka harta gono-gini jatuh kepada anak adopsi. Terhadap barang asal anak adopsi tidak berhak, harta ini kembali pada waris yang mempunyai hubungan darah.

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Mei 1958 No 82K/Sip/1957 yang menyatakan “Anak adopsi (kukut) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali pada waris keturunan darah”. Sedang terhadap harta warisan orang tua kandungnya anak adopsi tetap berhak mewarisi.

Tetapi disamping itu, masih di daerah yang sama, pernah terjadi suatu sengketa pembagian warisan antara anak adopsi dengan anak kandung orang tua adopsinya. Dalam hal ini anak adopsi tersebut pengadopsiannya tanpa pengesahan dari Pengadilan Negeri kemudian orang tua adopsinya secara diam-diam menghibahkan sama rata seluruh harta kekayaannya baik terhadap anak adopsi maupun anak kandungnya sendiri. Dan proses penghibahan tersebut dilakukan di hadapan Notaris. Mengingat kehidupan sehari-hari orang tuanya tersebut dipelihara sampai hari tuanya oleh anak adopsi, dan dia sendiri (anak kandung) telah hidup mencar dan tidak pernah mengurus orang tua kandungnya, maka sebelum orang tuanya meninggal dilakukan penghibahan karena dikhawatirkan anak adopsi tersebut tidak akan mendapatkan harta warisan nantinya. Mengetahui kejadian itu, anak kandung merasa keberatan atas pembagian yang disamaratakan dengan saudara adopsinya tersebut, dan bagi si anak kandung masih menuntut bagian lagi yang lebih besar atau belum puas atas bagian yang diterimanya. Dia berusaha membatalkan penghibahan yang dilakukan orang tuanya tersebut, tetapi hasilnya sia-sia belaka. Akhirnya dengan diselesaikan secara musyawarah oleh Kepada Desa setempat, maka anak kandung menyadari dan mau menerima bagian yang sama besar dengan saudara adopsinya.

Dari kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa wewenang orang tua adopsi dalam hal pembagian warisan baik itu dilakukan seluruhnya, sebagian atau tidak sama sekali, sangatlah bergantung pada budi pekerti atau tingkah laku sehari-hari dari ahli warisnya (anak adopsi tersebut).

B. Kedudukan Anak Adopsi dalam pembagian  Harta warisan Milik Orang tua adopsinya . Sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa anak adopsi di kalangan masyarakat Samarinda, pada umumnya tidak mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak kandung terhadap orang tua adopsinya, tetapi anak adopsi hanya mendapatkan kedudukan hukum sebagai anggota keluarga dari orang tua adopsinya.

Dari hasil wawancara yang penulis peroleh, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Anak adopsi sebagai anggota keluarga orang tua adopsinya, di dalam pewarisan pada umumnya berhak mewaris harta gono-gini dari orang tua adopsinya, sedang terhadap barang asal maupun barang pusaka orang tua adopsinya, ia tidak berhak mewaris.

2. Apabila harta kekayaan orang tua adopsinya tersebut hanya berupa harta asal atau mungkin ada barang gono-gini tapi tidak mencukupi nafkah hidupnya, maka anak adopsi berhak mewaris harta asal orang tua adopsinya.

Dengan adanya data tersebut di atas, tersimpulkan juga dalam putusan badan peradilan yaitu : “Raad Van Justitie di Jakarta tanggal 25 Mei 1935 (T.151 hal. 193) yang memperbolehkan anak adopsi menuntut bagian yang dianggap pantas menurut keadaan dari barang-barang asal, apabila harta gono-gini orang tua adopsinya tidak cukup nafkah hidup”. Dengan melihat putusan tersebut, maka disini dapat disimpulkan bahwa anak adopsi dapat pula mewaris harta asal orang tua adopsinya kalau memang hal ini diperlukan untuk kelangsungang hidupnya.

Setalah penulis mengadakan penelitian terhadap beberapa responden dari beberapa kelurahan di Samarinda, mereka semua mengatakan bahwa kedudukan anak adopsi yang mewaris dengan saudara kandung maupun mewaris tunggal adalah sama dengan anak kandung dalam hal ia mendapatkan warisan harta asal orang tua adopsinya. Apabila anak adopsi berkedudukan sebagai pewaris tunggal tanpa adanya saudara kandung, maka penguasaan harta peninggalan langsung pada anak adopsi, baik itu harta asal maupun harta gono-gini. Dan para kerabat baik dari orang tua laki-laki maupun dari orang tua perempuan tidak ada yang menuntut kembalinya harta asal, apabila anak adopsi tersebut pada waktu pengadopsiannya dikuatkan melalui Pengadilan Negeri ataupun di Notaris.

Hubungan antara anak adopsi dengan orang tua adopsinya merupakan hubungan yang istimewa, hal ini dapat kita lihat dalam kedudukan anak adopsisebagai ahli waris yang hanya mempunyai hak terhadap harta orang tua adopsinya saja, tidak meliputi harta dari anggota kerabat orang tua yang mengadopsinya, tidak seperti halnya anak kandung sendiri yang mempunyai hubungan erat dengan anggota kerabat yang lain, yang dapat mempunyai hak terhadap harta peninggalan dari keturunan di atasnya ataupun derajad menyamping, inilah keistimewaan dari hubungan yang timbul dengan adanya pengadopsian anak.

Kemungkinan hilangnya hak mewaris seorang waris atas harta kekayaan pewaris menurut hukum adat pada umumnya adalah dikarenakan perbuatan seorang waris tersebut yang bertentangan dengan hukum adapt. Tetapi berdasarkan data yang penulis peroleh dari beberapa responden, kesemuanya mengatakan bahwa apabila ahli waris tersebut tidak akan mendapat bagian dari harta kekayaan orang tuanya. Demikian pula halnya anak adopsi, bila anak adopsi melakukan suatu perbuatan yang tidak wajar atau tidak pantas, maka ia tidak akan mendapatkan suatu bagian dari harta kekayaan orang tua adopsinya, tetapi apabila kemudian ia merubah sikapnya dan orang tua adopsinya telah mengampuni perbuatannya tersebut, maka ia akan mendapat bagian dari harta kekayaan orang tua adopsinya.

Jadi dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan anak adopsi mendurhakai sebagaimana tersebut di atas terhadap orang tua adopsinya dapat memutuskan tali kekeluargaan antara anak angkan dengan orang tua adopsinya dan putusnya hubungan tersebut memungkinkan hilangnya hak anak adopsi untuk mewaris harta kekayaan orang tua adopsinya.

Dari beberapa responden yang penulis wawancarai yang melakukan pengadopsian anak, ada juga yang mempunyai anak kandung tapi masih mengadopsi anak dengan berbagai macam motivasi antara lain tidak mempunyai keturunan perempuan, keturunannya hanya seorang saja, berdasarkan belas kasihan dan responden lainnya melakukan pengadopsian anak dengan motivasi karena memang benar-benar tidak mempunyai anak sama sekali. Menurut para orang tua adopsi bahwa bila mereka sudah berani mengadopsi anak, maka sudah merupakan tanggung jawab mereka untuk memelihara, mendidik, mementaskan serta mengawinkan anak adopsinya tersebut.

Dengan pengadopsian anak, hubungan hukum antara anak adopsi dengan orang tua kandungnya sendiri tidak terputus kecuali bila anak adopsi tersebut diambil dari panti asuhan atau rumah sakit, maka hubungan hukum antara anak adopsi dengan orang tua kandungnya tersebut akan terputus. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap responden, ada yang mengambil anak untuk dijadikan anak adopsinya yang berasal dari keluarga dekat dan ada juga yang mengadopsi anak dari luar keluarganya sendiri.

Bila anak adopsi meninggal dunia terlebih dahulu, maka orang tua adopsi boleh mewaris harta kekayaan dari anak adopsinya yang lebih dahulu meninggal. Hal ini bisa terjadi apabila si anak belum beristeri atau kawin dan tidak mempunyai anak. Dalam hal ini tidak ada cara-cara tertentu dalam pembagian warisan, dalam kenyataan sehari-hari barang-barang peninggalan jatuh langsung pada orang tua adopsinya yang telah memelihara si anak adopsi.

Jadi pembagian harta kekayaan yang diberikan kepada anak adopsi yang tidak dibedakan antara harta asal ataupun harta gono-gini, dikarenakan adanya ikatan batin antara anak adopsi, anak kandung dan orang tua adopsi sangat erat dan menganggap anak adopsi sebagai saudara kandung sendiri. Pembagian harta peninggalan diantara para ahli waris dilakukan dengan penuh suasana kerukunan yang semakin mempererat rasa kekeluargaan dan merupakan salah satu cirri-ciri dari hukum adapt.

Dengan adanya cara pembagian warisan seperti ini, maka menurut hemat penulis pemberian bagian yang berupa harta asal orang tua kepada anak adopsi adalah dimungkinkan asalkan ada kesepakatan dari mereka yang bersangkutan atau yang berhak.

BAB III

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa wewenang orang tua adopsi dalam hal pembagian warisan baik itu dilakukan seluruhnya, sebagian atau tidak sama sekali, sangatlah bergantung pada budi pekerti atau tingkah laku sehari-hari dari ahli warisnya (anak adopsi tersebut).

2. Bahwa anak adopsi pada umumnya berhak mewaris harta gono-gini dari orang tua adopsinya sedangkan terhadap harta asal orang tua adopsinya dapat diwarisi apabila :

a. Harta gono-gini orang tua adopsinya tidak mencukupi untuk kelangsungan hidup anak adopsinya.

b. Pewarisan harta asal tersebut adalah atas kata sepakat dari mereka yang bersangkutan atau mereka yang berhak.

B. Saran – Saran


Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya anak adopsi diberi kedudukan sebagai anak kandung atau kedudukannya sama dengan anak kandung dalam keluarga orang tua adopsinya, sehingga tidak ada perbedaan yang bersifat merugikan anak adopsi. Bukankah dengan melakukan pengadopsian anak berarti pula bahwa orang tua adopsi mengakui hak-hak dari anak adopsi tersebut, dimana hak daripada anak adopsi itu salah satunya adalah diperlakukan sebagai anaknya sendiri.

2. Seyogyanya pengadopsian anak disyahkan oleh Pengadilan Negeri, sehingga perbuatan mengadopsi anak dapat dijamin kepastian hukumnya secara formal, dalam arti dapat dijadikan bukti sah andaikata di kemudian hari timbul sengketa-sengketa yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pengadopsian tersebut.

3. Oleh karena perbuatan pengadopsian anak di Indonesia semakin banyak dilakukan orang, maka perlunya segera lahirnya undang-undang tentang pengadopsian anak. Hal ini diperlukan supaya adanya keseragaman dan tidak ada perbedaan-perbedaan terutama yang berhubungan dengan pembagian warisan bagi anak adopsi yang dilakukan oleh orang tua adopsi.
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